BAB III
TINDAKAN EDUKATIF TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK

DENGAN HUKUM

1. Tindakan Edukatif Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak sebagai unsur penting kehidupan masa depan memerlukan
pembinaan dan bimbingan khusus agar dapat berkembang baik fisik, mental dan
spiritualnya secara maksimal, perkembangan tersebut terjadi dilingkungan anak.
Lingkungan adalah hal yang penting untuk diperhatikan dalam perkembangan
anak karena pada dasarnya tempat anak mempelajari hal-hal baru dalam
pertumbuhannya adalah di lingkungan, termasuk hal-hal yang dapat
mempengaruhi terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan
tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai
dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan
suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Oleh karena itu perlu adanya
jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak.'

Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan
perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat
negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.
Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek

pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang

! Abdul Hakim, Hukum dan Hak-Hak Anak Rajawali, Jakarta, 2001, Hal. 23.
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mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut
pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.”

Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, menjadi suatu acuan yang lebih menghususkan kepada
ketentuan hukum acara pidana anak. Adanya asas Lex Spesialis derogat lex
generalis menjadi ketentuan yang mengikat dari asas umum. Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 ini memperkenalkan istilah khusus bagi anak-anak yang
telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan
tindak pidana yaitu disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Peradilan pidana anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan
pemutusan perkara pidana yang menyangkut anak. dan sistemnya juga berbeda
dengan pemeriksaan pada pelaku tindak pidana dewasa. Bahwa peradilan anak
meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut
kepentingan anak.’

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan Anak, mempunyai relevansi dengan children involved with the
system of administration of juvenile justice menyatakan sebagai berikut :

(1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan

yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi

dalam masa pertumbuhan dan perkembanganya.

% Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, 2000, Hal. 93.
3 Agung Wahyono, Tinjauan Tentang Pengadilan Anak di Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta, 2003, Hal.14.
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(2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga
diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan
pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Masalah anak yang berkonflik dengan hukum juga diatur didalam pasal 52
dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
yaitu :

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan,

penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan
untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.

(3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasanya secara melawan
hukum.

(4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh
dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat
dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

(5) Setiap anak yang dirampas kebebasanya berhak mendapatkan
perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan
pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan
dari orang dewasa, kecuali demi kepentinganya.

(6) Setiap anak yang dirampas kebebasanya berhak memperoleh bantuan
hukum atau bantuan lainya secara efektif dalam setiap tahapan upaya

hukum yang berlaku.
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(7) Setiap anak yang dirampas kebebasanya berhak membela diri dan
memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang obyektif dan
tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Ada beberapa ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang
berkonflik dengan hukum, ada didalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

(1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas :

a. Pidana peringatan;

b. Pidana dengan syarat:
1) Pembinaan diluar lembaga;
2) Pelayanan masyarakat; atau
3) Pengawasan.

c. Pelatihan kerja;

d. Pembinaan dalam lembaga; dan

e. Penjara.

(2) Pidana tambahan terdiri atas:

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
b. Pemenuhan kewajiban adat.

(3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa
penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.

(4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan

martabat anak.
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjatuhan pidana kepada anak berbeda dengan penjatuhan pidana kepada
orang dewasa. Bagi anak yang melanggar hukum sanksi pidananya harus lebih
bersifat mendidik dan membina anak kearah kehidupan yang lebih baik, agar
menjadi anggota masyarakat yang patuh kepada hukum. Oleh karena itu sanksi
atau tindakan bagi anak harus berbeda dengan sanksi pidana bagi orang dewasa.

Ada beberapa jenis-jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan kepada anak
yang belum dewasa, antara lain:

a. Pidana mati;

b. Pidana penjara sumur hidup;

c. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu;

d. Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim.

Ada hal yang patut diperhatikan dalam masalah penangkapan anak yang
berkonflik dengan hukum, ada didalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

(1) Penangkapan terhadap anak dilakukan guna kepentingan penyidikan

paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

(2) Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan
khusus anak.

(3) Dalam hal ruang pelayanan khusus anak belum ada di wilayah yang

bersangkutan, anak dititipkan di LPKS.
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(4) Penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan
memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya.

(5) Biaya bagi setiap anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada
anggaran kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
dibidang sosial.

Pasal 18 ayat (2) KUHAP mengatur tentang tertangkap tangan,
penangkapanya dilakukan tanpa surat perintah. Namun dengan ketentuan bahwa
harus menyerahkan pelaku yang tertangkap tersebut dengan barang bukti yang ada
kepada penyidik atau penyidik pembantu terdekat.

Penyidik harus secepatnya melakukan pemeriksaan apakah perbuatan yang
dilakukan itu telah memenuhi syarat untuk dikeluarkanya perintah penangkapan
sementara atau tidak. Jika memang syarat-syarat tersebut tidak dapat terpenuhi
maka tidak ada alasan bagi penyidik untuk melakukan penahanan, dan
tersangkapun harus segera dibebaskan.

Dalam Pasal 17 KUHAP telah ditentukan bahwa perintah untuk
melakukan penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang telah diduga keras
melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Maksud bukti
permulaan yang cukup disini adalah bukti permulaan yang digunakan untuk
menduga adanya tindak pidana. Jadi dalam hal melakukan penangkapan tidak
dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, hanya ditujukan kepada mereka yang
betul-betul terbukti melakukan tindak pidana. Penangkapan yang salah berarti

merampas kemerdekaan seseorang.
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Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak mengatur tentang syarat penahan anak yaitu:

(1) Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak
memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa
anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau
merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak
pidana.

(2) Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat
sebagai berikut :

a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara
7 (tujuh) tahun atau lebih.

(3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

(4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak
harus tetap terpenuhi.

(5) Untuk melindungi keamanan anak, dapat dilakukan penempatan
anak di LPKS.

Dengan disebutkan secara tegas pada Pasal Pasal 32 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut bahwa
salah satu alasannya melakukan penahanan memperhatikan juga kepentingan dan
hak-hak anak, dengan demikian bahwa kepentingan anak tetap menjadi

pertimbangan utama dalam melakukan penahanan. Penahanan merupakan upaya
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terakhir yang ditempuh dan diambil oleh hakim dalam menyelsaikan kasus anak
yang berkonflik dengan hukum. Artinya sebagai upaya terakhir yaitu penahanan
lebih sering banyak mudarat dari pada manfaatnya. Ini bertrntangan dengan
semangat untuk merehabiltasi anak yang bertentangan dengan salah satu prinsip
utama dan hak anak, yakni “kepentingan terbaik bagi anak’*

Dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak Convention on the Rights of the
Child, menyebutkan bahwa tidak seorang anak dapat dirampas kemerdekaanya
secara tidak sah atau sewenang-wenang, menjadi sasaran penyiksaan atau
perlakuan/ penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan
martabat, hukuman mati, atau hukuman seumur hidup. Penangkapan, penahanan
atau pemenjaraan seseorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya sebagai
upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Undang-undang Pemasyarakatan memberikan jaminan bagi pemulihan
rohani dan jasmani bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Jaminan tersebut
berupa proses asimilasi yaitu proses pembinaan narapidana dengan cara
membaurkan narapidana dalam kehidupan masyarakat. Pada Bab II Pasal 5
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan
mengenai sistem pembinaan di permasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas :

a. Pengayoman;

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;

c. Pendidikan;

d. Pembimbingan;

* Fathuddin muchtar, Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Setara,
Semarang, 2006, Hal. 86.
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e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;

f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan

g. Terjaminya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-
orang tertentu.

Kriteria anak didik pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 8 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ada tiga yaitu:

a. Anak pidana yaitu yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani
pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas)
tahun;

b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkaan putusan pengadilan
diserahkan pada Negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS
anak paling lama sampai berumur 18 (delapanbelas) tahun.

c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya
memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak
paling lama samapai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Ketentuan bantuan hukum bagi anak diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak,
sebagai berikut :

Pasal 17 :
(1) Penyidik, Penuntut umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan
khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukanya

dalam situasi darurat.
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(2) Perlindungan khusus sebgaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.
Pasal 52 :
Dalam mengenai perkara anak, anak korban, dan/ atau anak saksi, pembimbing
kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial,
Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum
lainya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan
suasana kekeluargaan tetap terpelihara.
2. Tindakan edukatif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum

dalam sistem peradilan anak

Sistem peradilan pidana anak (Juvenile Justice System) adalah segala
unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus
kenakalan anak, yang dapat mengakibatkan anak-anak berhadapan dengan hukum.
Anak yang berhadapan dengan hukum adalah setiap anak yang telah dinyatakan
bersalah melanggar hukum pidana yang berlaku dan setiap anak yang menjadi
korban dan/ atau saksi dalam peristiwa kejahatan.’

Keterpaduan sistem peradilan pidana dimaknai sebagai (the collective
institution through which in accused offender passes until the accusation have
been disposed of or the assessed punishment concluded). Sistem peradilan pidana

terpadu bukanlah suatu sistem yang bekerja dalam satu unit kerja atau bagian

> Ibid, Hal. 89.
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yang menyatu secara harifiah melainkan adanya kombinasi yang serasi antara sub
sistem untuk mencapai suatu tujuan.’

Tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu seharusnya lebih ditekankan
upaya meresosialisasi, rehabilitasi dan kesejahteraan sosial karena dalam
menangani kasus anak pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak menjadi tujuan
utama dan harus dilandasi dengan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (the
principle of the best intersts of the child) dan tidak terabaikanya kesejahteraan
anak. kesejahteraan anak itu penting karena :

a. Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasanya telah
diletakkan oleh generasi sebelumnya;

b. Agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu
mendapat kesempatan untuk tumbuh, berkembang secara wajar;

c. Bahwa di dalam masyarakat terdapat anak-anak yang mengalami
hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi;

d. Anak belum mampu memelihara dirinya;

e. Bahwa menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan
dan diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.’

Pada pasal 1 butir 1 a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata
kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan

perkembanganya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

6 Mappi, Pengawasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, 2003, Hal. 64.
" Maidin Gultom, Op. Cit., Hal. 75.
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Dalam Konvensi Hak Anak kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 3

sebagai berikut:

(1) Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-
lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum,
penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan
terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.

(2) Negara-negara pihak berusaha menjadi perlindungan dan perawatan
anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraanya, dengan
memperhatikan hak-hak dan kewajiban orang tuanya, wali hukumnya,
atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini,
harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang
tepat.

(3) Negara-negara pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga,
pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan
perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standar-
standar yang ditentukan oleh para penguasa yang berwenang, terutama
dibidang keselamatan, kesehatan, dan jumlah kesesuaian staf, mereka
dan juga pengawasan yang berwenang.

Berdasarkan cakupan hak anak dalam Konvensi Hak Anak, maka secara

singkat isi Konvensi Hak Anak tersebut dibagi beberapa yaitu:

1. Hak atas kelangsungan hidup (survivol)



46

Bahwa setiap anak mendapatkan hak untuk dapat melangsungkan
kehidupanya dan harus dipenuhi semua kebutuhan dari si anak
tersebut.

2. Hak untuk berkembang (devolopment)
Bahwa setiap anak berhak untuk bersekolah, bermain, segala hal yang
dapat dilakukan untuk mengembangkan diri anak.

3. Hak atas perlindungan (protection)
Bahwa setiap anak harus mendapatkan perlindungan terutama pada
saat seorang anak harus berkonflik dengan hukum. Contohnya pada
saat anak melakukan tindak pidana maka harus dilindungi dalam
menjalankan rangkaian proses pemerikasaan.

4. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (participaton)
Bahwa anak berhak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan informal agar
dapat mengembangkan bakat dan minat.

Ditinjau dari pihak yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak

dalam hal ini Negara dan para pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi hak

anak yaitu orang dewasa pada umumnya, KHA mengandung 3 (tiga) perintah

yaitu:

1.

Penuhi (fulfill) yaitu Negara maupun orang dewasa harus memenuhi
semua kebutuhan si anak.
Lindungi (protect) yaitu Negara maupun orang dewasa harus melindungi

si anak dari bentuk apapun.
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3. Hormati (respect) yaitu Negara maupun orang dewasa harus menghormati
pendapat si anak.

Namun sistem pemidananan di Indonesia pada saat ini bagi anak sebagai
pelaku tindak pidana pelaksanaanya lebih kepada memasukkan mereka kedalam
Lembaga Pemasyarakatan Anak daripada mengembalikan mereka kepada orang
tua/ wali, ataupun kepada lembaga-lembaga sosial lainya yang bergerak dibidang
pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Praktek penanganan anak pelaku
delinkuen ternyata cenderung bersifat punitif, anak-anak pelaku delinkuen
cenderung pembinaan lapas untuk anak-anak tetapi dicampur dengan LP untuk
orang dewasa.”

Hakim sebagai institusi terakhir yang paling menentukan atas nasib anak
lebih suka menghukum dengan menempatkan anak di dalam Lembaga
Pemasyarakatan daripada memberikan putusan alternatif. Padahal memasukkan
anak kedalam Lembaga Pemasyarakatan tidak menjadi satu-satunya jalan terbaik
bagi perbaikan moral dan tingkah laku anak.

Rumah tahanan negara sebagai tempat penahanan sebelum putusan
pengadilan ditetapkan, seringkali menempatkan anak bercampur bersama para
tahanan dewasa. Dalam Pasal 86 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak menyebutkan

bahwa:

¥ Paulus Hadi, Peradilan Restoratif, Diponegoro Press, Semarang, Hal. 47.
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(1) Anak yang belum selsai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai
umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga
pemasyarakatan pemuda.

(2) Dalam hal anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi
belum selesai menjalani pidana, anak dipindahkan ke lembaga
pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan
pembinaan anak.

(3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, kepala
LPKA dapat memindahkan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan
rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan.

Dengan menempatkan anak bercampur dengan tahanan dewasa dapat
menularkan pengalaman-pengalamn jelek kepada anak sehingga dapat
memperngaruhi perkembangan mentalnya. Namun dalam hal tidak terdapat
lembaga pemasyarakatan pemuda, yang akhirnya dapat mengakibatkan anak-anak
terpaksa di tempatkan di lembaga pemasyarakatan yang diperuntungkan bagi
orang dewasa.

Penggabungan tahanan anak dengan tahanan dewasa sangat berbahaya,
selain itu hal tersebut tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak. Anak bisa
saja mengetahui pengalaman-pengalaman melakukan kejahatan yang belum
pernah meraka ketahui sebelumnya dan bahkan anak menjadi korban pelecehan

seksual selama berada dalam tahanan tersebut.
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Penjatuhan pidana atau tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan
dan dapat bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak
diinginkan yang sifatnya merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar
etis bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan.
Pidana harus bersifat edukatif, kontruktif, tidak deskruktif dan harus memenuhi
kepentingan anak yang bersangkutan.

Pemberian hukuman yang bersifat edukatif kepada anak, dengan cara
memberikan hukuman kepada mereka untuk mengikuti bimbingan moral dan
akhlak yang dilakukakan oleh lembaga-lembaga keagamaan, pendidikan ataupun
latihan kerja masih minim diterapkan oleh hakim pada saat ini. Sebagai contoh
kasus pencurian (kasus Irwan Syahputra Pakpahan) hakim memutuskan anak
tersebut ditempatkan di penjara. Hal ini menunjukkan bahwa Kepolisian, Jaksa,
dan Hakim tidak memberikan peluang diberikanya alternatif penghukuman bebas
bersyarat. Selama ini para aparat penegak hukum khususnya hakim lebih menilai
bahwa penjara adalah tempat yang tepat bagi pelaku tindak pidana agar pelaku
menjadi jera dan tidak mengulangi lagi kejahatanya. Memasukkan anak kedalam
lembaga pemasyarakatan dapat menimbulkan stigmatisasi yang merugikan anak,
sehingga mengakibatkan si anak menjadi trauma dan menjadi beban psikologis
bagi perkembangan anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum seharusnya dipandang sebagai
korban (child prespective as victim) karena anak yang melakukan suatu tindak
pidana tidak terlepas dari faktor yang melatarbelakanginya. Adanya hubungan

anatara anak dengan orang dewasa (patron-klien relationship) dapat menjadi salah
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satu faktor yang mempengaruhinya. Dalam hal ini kuasa orang dewasa terhadap
anak dimanfaatkan untuk mempengaruhi, menyuruh atau melibatkan anak untuk
melakukan suatu tindak pidana. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi
korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun
pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang dimaksud
dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial)
karena tindakan yang pasif, atau tindakan yang lain atau kelompok (swasta atau
pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.’

Sistem peradilan menjadi suatu keadaan yang menakutkan bagi anak,
penyebabnya adalah proses peradilan merupakan proses yang tidak dikenal dan
tidak biasa bagi anak, alasan seorang anak dimasukkan dalam proses peradilan
sering tidak jelas, sistem peradilanya seharusnya dibuat untuk dan dilaksanakan
oleh orang dewasa, tidak berorientasi pada kepentingan anak terhadap anak
sehingga proses peradilan menimbulkan stress dan trauama pada anak.

Dalam peradilan anak memang diperlukan pemeriksaan agar menimbulkan
suasana kekeluargaan. Dengan suasana kekeluargaan demikian diharapkan anak
dapat mengutarakan segera perasaanya, peristiwanya, latar belakang kejadianya
secara jujur, terbuka tanpa tekanan dan rasa takut. Oleh karena itu, selama
persidangan berjalan mutlak dibutuhkan suasana kekeluargaan.'’

Didalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa peradilan orang dewasa berbeda

dengan peradilan anak, Pasal 22 menyatakan Penyidik, Penuntut Umum, Hakim,

? Arif Gosita, Op. Cit., Hal. 35.
1% Tolib Setiady, Op. Cit., Hal. 191.
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Pembimbing Kemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainya, dan
petugas lain dalam memeriksa perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi
tidak memakai toga atau atribut kedinasan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak pada setiap perkara anak sekarang telah dilengkapi dengan
laporan penelitian kemasyarakatan guna mengetahui tentang kondisi anak dan
lingkunganya serta latar belakang yang menjadi penyebab terjadinya tindak
kejahatan. Adanya laporan penelitian kemasyarakatan diharapkan dapat menjadi
masukan bagi hakim untuk mengambil keputusan terbaik bagi anak sehingga tidak
merugikan perkembangan mentak anak.

Anak harus dididik untuk dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan
yang dilakukanya, terlebih lagi jika perbuatan itu menyangkut perbuatan atas
tindakanya dalam melanggar hukum. Untuk menjadikan seorang anak dapat
bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan dibutuhkan
seperangkat hukum yang mengatur tentang sistem, status dan proses untuk
menjadikan anak dimaksud disebut sebagai subjek hukum yang mampu atau
mendapatkan ketetapan hukum yang diberikan oleh hakim dengan ketentuan
khusus."'

Dampak buruk yang sering diderita anak yang berkonflik dengan hukum
ketika mereka menjalani proses hukum pada semua tingkatan menimbulkan
dampak buruk bagi anak. Dampak tersebut dapat melekat dalam dan dapat

diakatakan sebagai cedera mental dan moral, sehingga hal tersebut bertentangan

! Maulana Hassan Wadong, Op. Cit., Hal. 16.
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dengan tujuan utama tindakan edukatif terhadap anak sebagai sarana rehabilitasi
dan koreksi.
3. Tindakan Edukatif Yang Tepat Terhadap Anak Yang Berkonflik

Dengan Hukum

Setiap pelaksanaan pidana atau tindakan, diusahakan tidak menimbulkan
korban, penderitaan, kerugian mental, fisik dan sosial. Pidana dan tindakan
bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan disamping itu harus pula
memenuhi kepentingan anak yang bersangkutan.'*Pertimbangan pidana dan
perlakuannya terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapat
perhatian khusus, sebab pada peradilan anak ini keputusan Hakim tersebut harus
mengutamakan pada pemberian bimbingan edukatif terhadap anak-anak,
disamping tindakan yang bersifat menghukum."’

Jika dilihat dari Peraturan Minimum Standard yang dikeluarkan oleh PBB
tentang Administrasi Peradilan Anak (Beijing Rules) dan disahkan melalui
Resolusi Majelis PBB No. 40 / 33 tanggal 29 November 1985, mempunyai
prinsip-prinsip umum mengenai :

a. Usia pertanggungjawaban kriminal

- Tidak terlalu rendah, mempertimbangkan kedewasaan emosional,
mental dan intelektual

b. Tujuan-tujuan peradian bagi anak

- Proposionalitas antara pelanggaran hukumnya dengan pelanggar

hukumnya

12

2010, Hal. 124.
3 Wagiati Soetodjo, Op. Cit., Hal. 47.

Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Rafika Aditama, Bandung,
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¢. Ruang lingkuo diskresi
- Diperbolehkan di seluruh tahap peradilan

d. Hak-hak anak

Praduga tak bersalah

- Hak untuk dibertitahu akan dituntut terhadapnya
- Hak untuk tetap diam

- Hak akan pengacara

- Hak akan kehadirab orangtua atau wali

- Hak untuk menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi

Hak untuk naik banding
e. Perlindungan privasi
- Tidak ada publikasi yang tidak pantas
- Tidak ada proses pen‘ cap’ an
Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum
adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak
pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidans. Pasal 1 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga
menegeaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya
disebut sebagai anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tidak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum bisa dijatuhkan hukuman atau sanksi yang
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berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang undangan
hukum pidana.

Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak menegaskan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau
tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini, dan ayat (2) anak yang
belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Pidana yang
dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum ialah pidana pokok
dan tambahan. Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012. Pidana
pokok dapat berupa :

a. Pidana peringatan

b. Pidana dengan syarat:

1) Pembinaan diluar lembaga;
2) Pelayanan masyarakat; atau
3) Pengawasan

c. Pelatihan kerja

d. Pembinaan dalam lembaga; dan

e. Penjara.

Ancaman pidana penjara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum
yang melakukan tindak pidana, sesuai Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor
11 Tahun 2012 paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana
penjara bagi orang dewasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) ini, ketentuan
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang ancaman pidana

bagi anak harus dibaca setengah dari ancaman hukuman bagi orang dewasa.
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Sehubungan dengan hal ini, Pasal 117 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-undang
Hukum Pidana Nasional (Tahun 1999-2000) menentukan bahwa: Pidana
pembatasan kebebasan, diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana
berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan
kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama (satu per dua) dari
maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa."*

Penahanan anak bukan merupakan jalan utama dalam rangka perbaikan
moral anak. Pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak hanya memberikan
efek trauma yang mendalam pada diri anak. Suatu klausula yang paling relevan
disini ialah tentang pidana perampasan kemerdekaan institutionalization, yang
menurut Beijing Rules sebaiknya diterpkan setelah mempertimbangkan dua hal
pokok: (a). Sebagai the last resort; atau sebagai upaya terakhir dan tidak dapat
dielakkan lagi (sehubungan dengan keseriusan tindakan yang dilakukan seorang
anak); dan; (b). For the minimum necessary period, atau dalam waktu yang
singkat mungkin."

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada si anak ditentukan dalam Pasal 82
ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, meliputi:

a. Pengembalian kepada orang tua atau wali;

b. Penyerahan kepada seseorang;

c. Perawatan di rumah sakit jiwa;

d. Perawatan di LPKS;

' Maidin Gultom, Op. Cit., Hal. 128.
'3 Johannes Sutoyo, Anak dan Kejahatan, Kriminologi UI, Jakarta, 2001, Hal. 63.
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e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang

diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;

f.  Pencabutan suran ijin mengemudi; dan/atau

g. Perbaikan akibat tindak pidana.

Peradilan Pidana Anak mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga anak
diadili secara tersendiri. Segala aktivitas yang dilakukan dalam Peradilan Anak,
seyogyanya dilakukan oleh Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak,
atau Petugas Lembaga Kemasyarakatan Anak, berdasarkan prinsip demi
kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana atau tindakan dimaksudkan untuk
memberikan  yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan
kepentinganmasyarakat dan tegaknya wibawa hukum. Sanksi pidana yang
dijatuhkan kepada anak didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan
anak.'®

Bahwa untuk kasus anak yang berkonflik dengan hukum belum
sepenuhnya memperhatikan kepentingan anak, malainkan lebih kepada
penbalasan. Hak anak sering menjadi terabaikan, para aparat penegak hukum
kurang menggali dari sisi psikologis anak untuk mencari penyebab mengapa anak
bisa sampai melakukan pelanggaran pidana tersebut. Hukum harus menitik
beratkan pada hak anak pada umumnya, dan dalam proses peradilan pidana pada

khususnya akan disoroti sebagai social study dari anak-anak yang berkonflik

16 Ibid, Hal. 124.



57

dengan hukum sehingga dapat dikaji secara individual latar belakang dan sebab-
sebab pelanggaran pidananya.'’

Keputusan hakim menjatuhkan pidana penjara dan memasukkan anak
dalam lembaga pemasyarakatan anak memang seharusnya menjadi pilihan
terakhir dengan mempertimbangkan benar-benar jalan terakhir yang terbaik
dengan merehabilitasi anak. Penjatuhan pidana penjara juga harus memperhatikan
aspek-aspek yang terbaik bagi kepentingan anak.

Perlakuan dan perlindungan terhadap anak anak yang berkonflik dengan
hukum di lembaga pemasyarakatan merupakan masalah yang sangat penting yaitu
bagaimana cara untuk memberikan perlakuan dan perlindungan yang baik pada
waktu sebelum memasuki suau lembaga pemasyarakatan oleh polisi, pengadilan,
dan selama berada didalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, hal ini
dikarenakan bahwa pada dasarnya perlakuan dan perlindungan tersebut adalah
menyangkut soal fisik dan psikis dari orang yang bersangkutan terlebih dalam hal
anak-anak. di samping fungsinya yang penting, perlakuan dan perlindungan ini
juga merupakan suatu maslah yang sangat kompleks di dalam menentukan masa
depan anak-anak dimaksud dari suatu lingkungan yang buruk yang akan
mempengaruhi jiwanya yang sedang berkembang ke arah kedewasaan kepada
suatu lingkungan yang baik dan yang akan membentuk kepribadian serta bagi
masa depanya.18

Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam pemasyarakatan anak

sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 26 Beijing Rules adalah bahwa :

'7 Bismar Siregar, Abdul Hakim, Arif Gosita, Hukum dan Hak-Hak Anak, Rajawali,
Jakarta, 2002, Hal. 26.
'8 Tolib Setiady, Op. Cit., Hal. 213.
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1. Tujuan dari pembinaan dan latihan bagi anak dalam lembaga adalah
untuk memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan
keterampilan, dalam usaha untuk membantu mereka menempati peran
yang kontruktif dan produktif dalam masyarakat kelak;

2. Anak-anak dalam lembaga harus dipisahkan dari terpidana dewasa
(sedapat mungkin bangunan terpisah);

3. Orang tua atau wali seorang anak, demi kesejahteraan dan kepentingan
anak, harus memiliki akses dalam lembaga;

4. Kerjasama antar departemen dan antar lembaga perlu digalang untuk
dapat memberikan latihan keterampilan dan pendidikan bagi anak,
dengan maksud agar mereka yang berada di dalam lembaga tidak
dirugikan pendidikanya.'’

Didalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak dikenal dengan adanya diversi. Diversi adalah suatu pengalihan
penyelesaian kasus-kasus anak yang di duga melakukan tindak pidana tertentu
dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka / terdakwa /
pelaku tindak pidana dengan di fasilitasi oleh keluarga dan atau masyarakat,
pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, Hakim. *°

Tujuan dari diversi menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk :

a. mencapai perdamaian antara korban dan anak;

b. menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;

' Johannes Sutoyo, Op. Cit., Hal. 63.
20 M Natsir Jamil, Anak Bukan Untuk Dihukum, Sinar Grafika, Jakarta,2013, Hal.
137.
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c. menghindari anak dari perampasan kemerdekaan;

d. medorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan

e. menanamkan rasa tanggung jawb kepada anak.

Upaya diversi telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bab II yang menjeleskan secara jelas
tentang aturan yang menyangkut upaya diversi, upaya diversi bisa di lakukan
dengan syarat bahwa anak tersebut masih di ancam di bawah 7 tahun kurungan
dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, upaya konsep diversi
sebenernya sudah lama di kenal dan di praktekan oleh sejumlah masyarakat adat
di Indonesia. Oleh karena itu upaya untuk menjadikan konsep diversi tersebut
sebagai salah satu alternatif dalam penanganan pidana anak sangatlah bagus akan
tetapi perlu dimodifikasi dari cara praktek sehingga bisa mengakomodir dari
permasalahan yang timbul dari dalam kasus peradilan anak.

Upaya diversi tersebut dianggap sangat modern dalam pemidanaan anak
dan lebih manusiawi karena sebagai pemidanaan yang lebih mengedepankan
penggantian kerugian yang di alami korban dari pada menghukum pelaku. Dalam
pemidanaan anak bukan hanya semata mata menghukum namun harus lebih
bersifat mendidik dan yang harus bener-bener di perhatikan adalah upaya diversi
ini bukan hanya melihat dari satu aspek yang dalam hal ini tersangka akan tetapi
juga korban, upaya diversi ini di dasari karena anak-anak masih dianggap belum
mengerti benar kesalahan yang di perbuat, dan jika di bandingakan dengan orang
dewasa makan anak-anak lebih mudah di bina dan disadarkan, keluarga juga

terlibat dalam upaya ini. Upaya diversi dalam kasus peradilan anak mampu
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menawarkan solusi yang komperhensif dan efektif, jadi ukuran keadilan tidak
hanya berdasarkan pada balasan setimpal atas perbuatannya terhadap korban baik
secara psikis atau fisik namum lebih melihat pada tindakan pelaku yang
membantu menyembuhkan memberi dukungan kepada korban dan mensyaratkan
agar pelaku bertanggung jawab.'

Beberapa macam pendekatan non penal yang dipakai dalam rangka untuk
menangani anak sebagai pelaku tindak pidana telah banyak diterapkan oleh
negara-negara lain karena dianggap pendekatan tersebut lebih efektif. Di negara-
negara Eropa terdapat 5 (lima) macam pendekatan yang biasanya digunakan untuk
menangani pelaku pelanggaran hukum usia anak, yaitu :

1. Pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak

2. Pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum

3. Pendekatan dengan menggunakan / berpatokan pada sistem peradilan

pidana semata

4. Pendekatan Edukatf dalam pemberian hukum

5. Pendekatan hukuman yang murni yang bersifat retrubutif.*

Menurut Howard Zehr dilihat dengan kacamata keadilan yang restoratif,

tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadao manusia dan relasi antar

manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat
segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku

dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsilasi, dan
)
menentramkan hati.”?

! Abintoro Prakoso, Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak, Laksbang Grafika,
Yogyakarta, 2013, Hal. 167.

22 Purniati, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini, Analisa Situasi Sistem Peradilan
Pidana Anak, UNICEF, 2003, Hal. 72.

# Fathuddin Muchtar, Op. Cit., Hal. 76
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Berdasarkan dari hal tersebut konsep yang digunakan bagi penanganan
terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan dengan metode
pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak dan pendekatan
intervensi hukum. Maka model penghukuman yang bersifat restoratif atau disebut
retorative justice saat ini leih layak diteraokan dalam menangani pelaku tindak
pidana anak. Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang
terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah
bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang.**

Restorative Justice berlandaskan pada prinsip due process, yang
merupakan eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan
pendekatan keadilan, yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka dan
sangat memperhatikan kepentingan korban. Sasaran keadilan restorative adalah
mengharapkan berkurangnya jumlah anak yang ditangkap, ditahan dan divonis
penjara serta menghapuskan stigma pada diri anak dan mengembalikan anak
menjadi manusia yang normal sehingga dapat berguna dikemuadian hari. Proses
restorative justice merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan
dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar ditujukan untuk mencegah
dilakukanya kembali tindak pidana. Hal ini menjadikan keadilan sebagai sesuatu
yang penuh dengan pertimbangan dalam merespon kejahatan dan menghindar
terjadinya stigmatisasi”.>’

Program diversi dapat menjadi bentuk restorative justice jika:

1. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatanya.

* Ibid, Hal. 77.
% Adrianus Meliala, Mamik Sri Supatnu, Santi Kusumaningrum, Restorative Justice
System, Rajawali, Hal. 46.
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2. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang
dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban.
3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses.
4. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan
hubungan dengan keluarga.
5. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam
masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.”®
4. Hambatan-Hambatan Dalam Menerapkan Tindakan Edukatif
Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
Banyak hambatan dalam penerapan tindakan edukatif karena selama ini
hakim di Indonesia dalam penjatuhan pidananya hanya mengacu kepada Undang-
undang yang diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan latar belakang,
kepentingan anak dan dampak psikologis anak terhadap putusan itu. Dalam
menerapkan tindakan yang sifatnya edukatif memang tidak mudah, banyak hal
yang mungkin menjadi hambatan dalam pelaksanaanya. Dasar dari hukum pidana
itu sendiri adalah memberikan sansksi bagi para pelaku tindak pidana yang
mempunyai fungsi untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana
tersebut, dengan cara mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau hak
milik mereka. Invasi atas hak dasar ini dibenarkan demi melestarikan masyarakat

dan melindungi hak-hak fundamental dari gangguan orang lain.”’

% Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan
Hukum, Simbur Cahaya, Palembang, 2005, Hal. 5.

2 Noor Mochammad, Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan
dalam Hak Sipil dan Politik, Elsam, Jakarta, 2001, Hal. 180.



63

Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak perlu diperhatikan perlindungan
dan kepentingan anak. Hal ini juga termasuk kesejahteraan anak yang tidak boleh
diabaikan. Apabila kesejahteraan anak tidak diperhatikan maka akan merugikan
anak itu sendiri terutama dalam memperoleh hak-haknya. Hak-hak anak dalam
proses peradilan dapat dipahami sebagi suatu perwujudan keadilan.

Dalam kerangka ini, pendekatan kesejahteraan dapat dijadikan sebagai
dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak. Pada prinsipnya
pendekatan ini didasari 2 (dua) faktor sebagai berikut:

1. Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah
diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan
hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak
dengan orang dewasa.

2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih
mudah dibina dan disadarkan.*®

Usaha penanggulangan kejahatan cara umum yang konsepsional,
dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan
mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yang dapat dijelaskan
sebagai berikut:

a. Peningkatan dan pemantapan aparatur penegak hukum, meliputi

pemantapan organisasi, persone dan sarana prasarana untuk

penyelesaian perkara pidana;

28 purniati, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini, Op. Cit., Hal. 72.
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b. Perundang-undangan yang dapat berfungsi mengakanalisir dan
membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan;

c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat,
tapat, murah dan sederhana;

d. Koordinasi antara aparatur penegak hukum dan aparatur pemerintahan
lainya yang berhubungan untuk meningkatkan daya guna dalam
penanggulangan kriminalitas;

e. penanggulangan kriminalitas.”

Gordon Bazomore dalam tulisanya “Three Paradigma of Juvenile Justice”

memperkenalkan tiga corak atau model peradilan anak, yaitu:

a. Model pembinaan pelaku perorangan (individual treatment model);
b. Model Retrubutive (retrubutive model)
c. Model Restorative (restorative model)
Pada model pembinaan pelaku perorangan dan model retributive
didasarkanpada cara medik terapeutik, mencari sebab-sebab timbulnya
delikuensi anak dan menganggap delikuensi anak sebagai gangguan
sehingga membutuhkan pelayanan terapeutik untuk mengatisnya.
Kelemahan model ini tidak terjaminya timbulnya stigmatisasi atau
pembelaan , paternalistic, jaminan hukum yang lemah dan belum mampu
mengarahkan secara formal kebutuhan efektivitas sanksi terhadap anak
pelaku delikuen. Serta keputusan pada model ini bersifat ambivalen dan
tidak taat asas, cenderung menyembuyikan maksud tindakan dengan
mengatasnamakan keselamatan publik, sehingga dalam hal ini kepentingan
anak menjadi terabaikan.*

Memperhatikan ciri-ciri serta karakteristik model peradilan anak yang

retoratif yang tidak saja berdimensi tunggal dan pengadilan pelaku delinkuen

(seperti model pembinaan pelaku perorangan retributif) melainkan berdimensi

jamak pelaku, korban dan masyarakat, tidak punitif tidak membekaskan stigma,

¥ Soedjono Dirdjosisworo, Ruang Lingkup Kriminologi, Remadja Karya, Bandung,
2003, Hal. 20.

M Musa, Sistem Peradilan Restoratif Sebagai Alternatif Peradilan Anak Indonesia,
Mussa, 2009, Hal. 24.
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tidak mengalienasikan anak pelaku dengan keluarga dan peergroup nya, cukup
menjanjikan dan perlu dipertimbangkan dalam penanganan anak delinkuen.
Model restorative justice belum sepenuhnya dijadikan refrensi oleh hakim dalam
menangani perkara anak karena 3 (tiga) faktor:

1. Instrumen hukum yang melandasi sistem peradilan pidana anak belum

mengadopsi pendekatan secara utuh

2. Interprestasi dan konstruksi hakim dibangun berdasarkan pendekatan

positivisme hukum

3. Hakim yang mengadili perkara anak tidak memiliki keberpihakan pada

korban dan tidak memiliki pemahaman tentang hak-hak anak.’'

Dalam perkara pidana anak diperlukan penelitian pendahuluan mengenai
unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, menyangkut lingkungan, pengaruh
dan keadaan anak yang melatarbelakangi tindak pidana itu serta sisi psikologis si
anak itu sendiri. Juga diharapkan agar hakim memperdalam pengetahuan melalui
literatur, diskusi, dan sebagainya. Agar hakim memiliki pertimbangan-
pertimbangan yang memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim anak
tidak menjatuhkan pidana semata-mata sebagai imbalan atau pembalasan atas
perbuatan anak. Hakim melihat masa depan anak atau mempertimbangkan
perkembangan fisik, mental dan sosial anak.”

Selain itu dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang
Pemasyarakatan menyatakan bahwa pada saat menjalankan tugasnya petugas

lapas diperlengkapi dengan senjata api dan sarana keamanan yang lain. Kondisi

3! Paulus Hadi, Op. Cit., Hal. 35.
32 Maidin Gultom, Op. Cit., Hal. 125.
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ini mempengaruhi mental si anak karena seharusnya petugas lapas anak tidak
perlu dilengkapi dengan senjata api atau peralatan keamanan lain. Ketentuan ini
tidak memberikan pengecualian kepada petugas lapas anak, terlebih lagi untuk
anak pelaku tindak pidana yang di daerah tempat terjadinya perkara anak tersebut
tidak ada lembaga pemasyarakatan khusus anak tentunya akan bergabung dengan
lembaga pemasyarakatan bagi dewasa walaupun ditempatkan pada ruangan
terpisah namun petugas lapas yang mengawasi sama dengan petugas untuk pelaku
tindak pidana dewasa. Kemungkinan anak bercampur dengan tahanan dewasa
pada saat menjalani hukuman penjara di lembaga pemasyarakatan memang besar
karena terbatasnya jumlah lembaga pemasyarakatan anak di Indonesia. Dan hal ini
bisa menjadi alasan pembenar untuk menempatkan anak pada situasi yang tidak
dikehendaki oleh si anak itu sendiri.

Seperti yang tertuang dalam Beijing Rules butir 13.1 menyatakan bahwa
penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah
terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat mungkin. Jadi penahanan
memang diupayakan sebagai jalan terakhir bila memang itu adalah jalan yang
terbaik bagi pemulihan mental anak. Namun dalam Beijing Rules butir 13.2 masih
ditekankan tentang alternatif lain yang harus diupayakan sebelum menempuh jalur
penahanan yaitu menetapkan bahwa dimana mungkin, penahanan sebelum
pengadilan akan diganti dengan langkah-langkah alternatif, seperti pengawasan
secara dekat, perawatan intensif atau penempatan pada sebuah keluarga atau pada

suatu tempat atau rumah pendidikan.
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Salah satu penghambat bagi penerapan tindakan edukatif adalah
terbatasnya sarana dan prasarana bagi anak yang berkonflik dengan hukum
terutama di kota-kota kecil yang mungkin ketersediaanya belum memadai,
sebagai contoh tempat untuk memberikan bimbingan seperti balai latihan kerja di
luar dari lapas, tempat bimbingan rohani (pondok pesantren bagi yang beragama
muslim), pusat pendidikan belajar yang memang dikhususkan bagi anak yang
berkonflik dengan hukum agar mental maupun spiritualnya dapat diperbaiki tetapi
tidak membuat anak bisa merasa terkucilkan karena perbuatanya.

5. Upaya Mengatasi Terjadinya Hambatan / Kendala Penerapan

Tindakan Edukatif

Perampasan kemerdekaan anak seharusnya didasarkan pada pertimbangan
yang matang setelah memperhatikan status, umur, persinalitas, jenis kelamin, tipe
pelanggaran dan kondisi fisik serta kejiwaan anak. Negara seharusnya melakukan
intervensi secara khusus dalam rangka melindungi anak, bukan malah sebaliknya
anak dihadapkan dengan kekuasaan negara untuk mempertanggungjawabkan
secara pidana, sehingga perlu adanya kepastian hukum. Kepastian hukum perlu
diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah
penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam
pelaksanaan perlindungan anak.”

Seperti yang termuat dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa ada perlindungan khusus

bagi anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

33 Arif Gosita, Op. Cit., Hal. 19.
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Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai
dengan umurnya;

. Pemisahan dari orang dewasa;

Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;

Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang
kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/ atau pidana seumur
hidup;

Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali
sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

. Pemberian keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak
memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum,;

Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;

Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya

oleh anak;

. Pemberian advokasi sosial;

Pemberian kehidupan pribadi;

. Pemberian aksebilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas;

. Pemberian pendidikan;

. Pemberian pelayanan kesehatan; dan

. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum terhadap perlakuan dan
penerapan kasus anak juga menjadi salah satu faktor bahwa kepentingan anak
sering terabaikan. Hendaknya negara benar-benar mempersiapkan aparat penegak
hukum yang mengerti benar tentanf perlakuan terhadap anak, instrumen hukum
yang menegaskan tentang model restorative justice sehingga anak tidak merasa
diperlakukan sebagai seorang pesakitan namun lebih kearah pembimbingan
mental dan spiritual melalui tindakan yang bersifat edukatif, sehingga anak
sebagai seorang calon individu dewasa lebih di hargai. Penyediaan sarana dan
prasarana lain yang memadai dan diperlakukan bagi perbaikan moral anak. Untuk
itu diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang ilmu hukum
akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas
dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia
serta masyarakat. Aparat penegak hukum yang menangani anak seharusnya
memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan dan keterampilan proposional sesuai dengan

profesinya.

2. Mempunyai niat, perhatian dan dedikasi serta memahami masalah

anak.

3. Telah berpengalaman dalam menangani perkara tindak pidana yang

dilakukan oleh orang dewasa.>

Untuk terciptanya perlindungan anak memerlukan koordinasi dan

kerjasama yang baik sehingga keseimbangan kegiatan perlindungan anak secara

* Sri Widoyati Wiratmo Soekito, Anak dan Wanita dalam Hukum, LP3S, Jakarta,
2002, Hal. 71.
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keseluruhan terutama dalam masalah perlindungan hukumnya. Masalah
perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk
melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati
secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan
budaya.’

Penanganan yang salah dalam proses pengadilan anak dapat menimbulkan
pertumbuhan mental atau kejiwaan anak menjadi negatif dan berbahaya bagi
penciptaan generasi muda yang akan datang. Anak adalah makhluk yang lemah
dan tidak berdaya sehingga dalam segala hal masih membutukan bantuan orang
lain. Tujuan tindakan bertujuan bukan untuk memberikan penghukuman
melainkan untuk memberikan pendidikan agar kelak setalah menjalani hukuman
si anak dapat memperbaiki moral serta prilakunya dan tidak semakin terjerumus
kedalam lingkungan yang salah. Anak merupakan potensi penerus cita-cita bangsa
yang landasanya ada pada generasi sebelumnya. Agar anak mampu memikul
tanggung jawab seharusnya diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang
secara wajar. Menghilangkan hambatan tersebut hanya dapat dilaksanakan dan
diperoleh apabila usaha kesejahteraan anak terjamin.

Mewujudkan kesejahteran anak dan menjadikan anak dapat menjadi
manusia yang baik adalah bagian dari meningkatkan pembinaan bagi semua
anggota masyarakat, yang tidak terlepas dari kepentingan bangsa dan negara serta
kelanjutan dan kelestarian peradaban bangsa. Karena di tangan anak-anaklah

nantinya dapat maju atau tidak tergantung bagaimana generasi penerusnya

35 Bismar Siregar, Abdul Hakim, Arif Gosita, Op. Cit., Hal. 22.
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membawanya. Pembentukan karakter anak untuk dapat menjadi manusia dewasa

yang baik sangat diperlukan.






